
WALIKOTA PRABUMULIH 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH 

NOMOR \?> TAHUN 2023 

TENTANG 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAl-1 UNrr PELAKSANA TEKNIS DINAS 

PUSKESMAS DI KOTA PRABUMULIH 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PRABUMULIH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat ( 1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu Pengaturan 

tentang Pembinaan dan Pengawa.san Pada Badan Layanan 

Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Kesehatan 

Masyarakat di Kata Prabumulih; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana ~elmis Dinas 

Puskesmas di Kota Prabumulih yang menerapkan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 

maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah, diperlukan Pembinaan dan 

Pengawa.san Pada Badan Layanan Umum Daerah 
Puskesmas sebagai pelaksana; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Pembinaan dan Pengawa.san Pada Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Puskesmas di Kota Prabumulih. 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) .sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terak:hir dengan .Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengg--anti Undang-Undang Nornor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Ba.rang Milik Negara / Daerah (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Pera.tu.ran Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 'iahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335}; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Ii:tdonesia 

Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha 
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clan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 317); 

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Prabumulih (Lembaran Daerah Kata Prabumulih Tahun 

20 :.6 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 

Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih 

(Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 

6). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI KOTA 
PRABUMULIH 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Prabumulih. 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Prabumulih 

3. Walikot.a adalah Walikota Prabumulih. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah Kota Prabumulih. 

5. Sek.retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Prabumulih. 

6. DJna s adalah Dinas Kesehatan Kota Prabumulih. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dines Kesehatan Kota 

Prabumulih. 

8. Badan La.yanan Umum Daerah yang selanjutnya 
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disingtat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh PD 

atau unit PD dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai tleksfbelitas dalam pola 

pengeJolaan keuangan sebegai pengecu1ian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada UD1llJDD)"a 

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUDP yang selanjutnya 

disingka.t PPK-BLUD~ adalab poJa pengeJolaan keuangen 

yang memberikan flekml>ilitas berupa .keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sebat untuk 

meningkatlmn pe)ayarum kepada masyarakat daJam 

rangkam.ermuuka.n kesejahteman umum dan mencerdasakn 

kehidupan bangsa, sr-hagaj pengecualian dari ketentuan 

peogclolsan keuangan negara pada umumnya. 

10. Puset Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

Puskesmas adslah sanma pelayanan kesehat:an fungsional 

yang merupakao Unit Kerja Dinas Ke5ehatan yang 

memberikan pelayanan secam men:ycluruh clan terpadu 

kepada masyarakaL 

11. Puskesmas di Kota Pmbumulih adaleh gabu:ngan dari unit 

Puskesmaa yang menempkan PPK-BLUD. 

12. Pejabat PeDgelo]a BLUD adalab tim peogclola BLUD yang 

bertanggungjawab terhadap kincrja opemsional BLUD yang 

terd:iri atas Kepa]a.. Koordina.tor Keuangan dan Koordinator 

Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur 

yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 

13. Pegawai Profeslonal Leinnya edalah Pcge::wai yang diusuJkan 

oleh Pim])inan BLUD untnk melakSHnAlam fungsi teknis 

kegia.tan pegelnlaan .lreuanWJn yang dibutnbkan. 

14. Kepa]a adalah Pimpinan BWD UPID Pu.ske&mas.. 

15. Koordinatur adalab pejabat keuangan, 

kepegawaian., um.um serta perencanaan dan evaluasi yang 

bertangungjawab kepada. Kepa]a BLUD Pusk:esmas 

16. KoordinatoT Teknis adalah pejabat .koordinator terhadap 

UM.va Kesebatan Perorangen~ upAJR. Kcaehatan Masyarakat 

rum Puursmss :,ang bertanggung jawab kepada Kepela 

BLUD pnskcsJDes. 
17 _ &odaluml adalah Pejabal yang mengeloJa pelaksAnaao 
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pengurusan dana pendapatan Jaminan Kesehatan Kartu 

Indonesia Sehat, retribusi yang diperlukan. 

18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan 

keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat 

untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa 

mencari keuntungan dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi 

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang 

bruk dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 

berkesinambungan dan berdaya saing. 

20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih. 

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD Prabumulih. 

22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke1ja yang 

selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia 

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka wa.ktu tertentu 

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

24. Tim Pembina Badan Layanan Umuin Daerah adalah 

pegawai yang ditetapkan oleh Walikota untuk melakukan 

Pembinaan Teknis dan Pengawasan pada BLUD Puskesmas. 

25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI 

adalah perangkat BLUD Puskesmas yang _bertugas 

melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam 

rangka membantu pimpinan BLUD Puskesmas untuk 

meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 

lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility} dalam 
_____ • _ ____ , ___ 1..;__._:_ --L-.L 
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26. Dewan Pengawasan BLUD yang selanjutnya disebut Dewan 

Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan 

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota Prabumulih ini 

adalah sebagai pedoman Tim Pembina dan Pengawasan 

(2) BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh Walikota dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya. -

(3) BLUD yang dilakukan oleh Puskesmas bertujuan memberikan 

layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, 

transparan, dan bertangungjawab dengan memperhatikan 

asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek 

bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan 

Pemerintah Kota yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan 

kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota. 

BABU 

PEMBINA DAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

Pasal 3 

Pembina dan Pengawas BLUD terdiri dari : 

a. pembina teknis dan pembina keuangan; 

b. satuan pengawas internal; dan 

c. dewan pengawas. 

Pasal 4 

(1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a yaitu Kepala Dinas. 

(2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a yaitu PPKD. 

(3) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu Tim 

Teknis yang dibentuk oleh Walikota. 
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PasalS 

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud · galam 

Pasal 2 huruf b dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk 

pengawasan dan pengenda1iao internal terhadap kinerja 

pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam 

menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat. 

(2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupa.k:an pengawas internal yang berkedudukan 

langsung dibawah Pemimpin BLUD. 

(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (IJ dengan mempertimbangkan: 

a keseimbangan antara manfaat dan beban; 

b. kompleksitas manajemen; dan 

c. volume dan/ atau jangkauan pelayanan. 

Pasal 6 

( 1) Togas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen 

untuk: 

a. pengamanan harta kekayaan; 

b. menciptakan akurasi sistema iniormasi keuangan; 

c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 

d. mendorong dipat.uhinya kebijakan manajemen dalam 

penerapan praktek bisnis yang sehat. 

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal 

yang bersangkutan harus memenuhi syarat : 

a sehat jasmani dan rohani; 

b. merni1iki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku 

yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan .. 

dan mengembangkan BLUD; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah; 

d. memahami tugas dan fungsi BLUD; 

e. mernilik:i pengalaman teknis pada BLUD; 

f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3}; 

g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 
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h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling 

tinggi 55 (lima puluh lima} tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 

i. tidak pemah dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; 

j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 

k. mempunyai sikap independen dan obyektif. 

Pasal7 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

Tim Pembina dan Pengawas BLUD Puskesmas dibebankan 

pada BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran. 

BAB III 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 8 

( 1} Dinas, Inspektorat Daerah dan PPKD melakukan fasilitasi 

pelaksanaan Peraturan Walikota ini. 

(2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 

dilakukan melalui pemberian pedoman dan standar, 

sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi. 

.. (3) Peraturan Walikota ini dilakukan revieuw paling lambat 3 

(tiga) tahun sekali atas usulan Pimpinan BLUD melalui 

Kepada Dinas. 
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BABN 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Prabumulih. 

Ditetapkan di Prabumulih, 

::,Onu~~ 2023 

Di Undangkan di Prabumulih 
- · pada tanggal \~ -:>onuan 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PRABU~ULIH, 

TA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 NOMOR \~ 


